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ABSTRAK 

 

Ahmad Huzaifi 190102030100 : Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial  Nomor 1 
Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam 
Pemberdayaan Masyarakat Desa  (Studi Kasus Kantor Desa 
Tanjung Perawan) Pembimbing: (I) H. Bahran, S.H, M.H (II) Dr. 
H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA pada Program Studi Hukum 
Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 

Kata Kunci : Pelaksanaan, PKH, Pemberdayaan Masyarakat. 

Selama pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Tanjung Perawan, 
Peneliti menemukan sejumlah persoalan yang menjadi kendala pemerintah dalam 
pemberdayaan masyarakat desa masih ada penerima program keluarga harapan yang 
belum tepat, dimana penerima program program keluarga harapan diberikan kepada 
yang mampu secara perekonomian.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri 
Sosial No. 1 Tahun 2018 Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, selain itu juga 
untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam mengatasi hambatan pada program 
keluarga harapan dalam meningkatkan sumber daya masyarakat desa serta untuk 
mengetahui solusi pemecahan permasalahan pada pelaksanaan Program Keluarga 
Harapan di desa Tanjung perawan.  

Metode penelitian yang digunakan adalah grounded theory, dan teori yang 
dikembangkan sebagai hasil penyelidikan peristiwa aktual bersifat induktif. Langkah 
selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode penelitian 
kualitatif seperti mengajukan pertanyaan berdasarkan hasil wawancara, observasi 
lapangan, dan studi literatur.  

Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa faktor kendala yang membuat 
pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No. 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga 
Harapan adalah adanya kekosongan jabatan pendamping PKH yang sudah ada sejak 
beberapa bulan terakhir. Selain itu, masih terlihat adanya ketidaksesuaian sasaran 
yang menunjukkan masih adanya lansia yang tidak teridentifikasi sebagai penerima 
Program Keluarga Harapan. serta faktor yang menyebabkan lamanya proses 
pemutakhiran data. Tidak sinkronnya data NIK dari komponen di DTKS yang 
bersangkutan dengan data menjadi salah satu penyebab yang dipersoalkan. Hal ini 
membuat data tidak terbaca dan membuat bantuan yang diterima tertunda. Sehingga 
kegiatan pelaksanaan program Keluarga Harapan untuk meningkatkan pemberdayaan 
masyarakat miskin menjadi di kurang maksimal.  

 


